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Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia telah dilakanakan sejak l Jaouari 2014.
lmplementasi program menunjukkan adanya beberapa masal.h yang berkaitan dengan issue
p6mbiayaan dan potensi terjadinya fnud. Namun demikian, kajiantentang kedua haltersebutmasih
sangat kurang.
Penelitian i i benujuan untuk mengevaluasi pelakanaan JKN dan untuk mengu.aikan masalah-
masalah yang terkait dengan issue pembiayaan dan fraud di Provinsi Sulawegi Selatan, Sulawesi
Baratdan Sulawesi Tenggara pada tahun 2014.
Penelitian i i menggunakan pendekatan kualitatif dan sampel dipilih dengan metode purposlve
sdmpling. Data dikumpulkan dengan triangulasi umber: data primer, data sekunder dan observasi.
Informan terdiri dari pasien, stafBPJS, stafBappeda, stafpada lnstitusipenyedia layanan kesehatan
sepertikepala Puskesmas, Direktur RS, dokterdan perawat.
Ha5il penelitian menunjukkan bahwa 20% dari dana kapitasi di Pu5kesmas diserahkan ke Dinas
Kesehatan untuk pembelian obat namun obat yang didistribusikan ke Puskesmas tidak sesuai
dengan kebutuhan mereka, dokter mengeluh tentang layanan yang tidak dapat diklaim ke BPJS
karena sulitnya ginkronisasi data peserta, Staf Puskesmas dan Rumah sakit juga mengeluhkan
sulitnya proses penarikan uang dari kas Pemda dan lambannya hasil verifikasi klaim dari staf EPJS
yang menyebabkan proses pembayaran klaim terhambat. Kehadiran .Jamkesda y ng menanggung
pelayanan l,omecareyang tidak ditanggung dalam skema JKN. Dalam halFraud, itemukan berbagai
tindak.n yang dapat diindikasikan sebagai fraud, namun pihak BPJS maupun manajemen Rumah
sakittidak dapat melakukan tindakan terkait hal inikarena tidak ada undang-undang yang mengatur
tentang halte15ebut.
Kesimpulan penelitian adalah bahwa ditemukan berbagai masalah terkait dengan pembiayaan dan
fraud pada pelaksanaan JKN di 3 provinsi lokasi penelit ian. Disarankan gar segera dibuat aturan
tentang pemanfaatan dana kapitasi di Puskesmas dan aturan mengenai penanganan fraud,
pengkinian data secara regular oleh BP.JS untuk menghindari ketidaksesuaian data peserta dan
perlunya melakukan kajian tentang cara mengintegrasikanjamkesda  kema JKN.
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